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Abstract: This study aims to analyze the Public Perceptions of the 
Quality of Service of Providing Building Construction Permits (IMB) 
at the Ambon City Planning Service and Methods. The research 
method is descriptive research method. The population of this study 
is that people who apply for a Building Construction Permit (IMB) 
at the Ambon City Planning Office in the Spatial Planning Section 
for the last 2 months from June and July amounted to 69 people. The 
results showed that the public perception of the quality of building 
services in the form of simplicity, clarity, certainty of time, accuracy, 
service received correctly, right and legitimate quality of service, 
responsibility, availability of work facilities and infrastructure, 
other supporting work equipment including technological facilities 
and informatics shows the results have not been good. Research 
recommendations need to increase the quality of services with 
measurable operational standards.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis Persepsi Masyarakat 
Tentang Kualitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) Pada Dinas Tata Kota Ambon dan Metode. Metode penelitian 
adalah metode penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah 
masyarakat yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) pada Dinas Tata Kota Ambon di Bagian Penataan 
Ruang selama 2 bulan terakhir dari bulan Juni dan Juli berjumlah 
69 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat 
tentang kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berupa 
kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, pelayanan 
diterima dengan benar, tepat dan sah kualitas pelayanan, tanggung 
jawab, ersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja 
pendukung lainnya memadai termasuk sarana teknologi dan 
informatika menunjukkan hasil belum baik. Rekomendasi penelitian 
perlu adanya peningkatan kalitas pelayanan dengan standat 
operasional yang terukur.
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PENDAHULUANPada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan yang tidak dapat dipisahkan dari diri setiap individu. Keinginan mendapatkan pelayanan yang baik tidak memandang kaya atau miskin, tua maupun muda. Semua lapisan menginginkan diberi pelayanan yang terbaik. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung Moenir (Pasolong, 2007:128). Pelayanan pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam bermasyarakat.Pelaksanaan pelayanan dapat diukur sehingga dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar dalam pelayanan maka pada akhirnya dapat memberikan Kepuasan pada pihak-pihak yang mendapatkan layanan. Kondisi masyarakat yang semakin kritis dalam era globalisasi sekarang ini baik menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengelola pelayanan publik secara lebih transparan dan partisipatif agar pelayanan menjadi lebih akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan secara umum didasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik bertujuan untuk memenuhi kewajiban Negara melayani publik dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.Dalam menilai kualitas pelayanan kepada masyarakat selama reformasi dirasakan semakin menurun dan buruk ditandai dengan lamanya waktu pengurusan dan biaya siluman yang semakin tinggi. Lebih memprihatinkan lagi penyedia pelayanan kepada masyarakat di beberapa instansi pemerintah secara terang-terangan dan tanpa rasa malu meminta sejumlah uang tertentu yang tidak rasional jumlahnya. Kasus korupsi dalam pelayanan publik sudah menjadi praktek sehari-hari di Indonesia dan bahkan sudah terlembaga yang melibatkan semua pihak tertentu terkait yang saling menjaga rahasia dan saling melindungi. Untuk mengatasi masalah pelayanan publik yang buruk ini, maka mendesak dilakukan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah pada masyarakat.Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada aspek yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain : kurang responsif, kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisien Muhamad (Hardiyansyah, 2011:121)Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan usaha untuk mengatur mengawasi serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan membangun, memperbaiki, merombak atau merobohkan bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku. Adapun tujuan dari IMB ini adalah terwujudnya tertib bangunan yang aman, nyaman, serasi dan seimbang. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu syarat yang telah ditetapkan pemerintah dalam membuat bangunan rumah tinggal, non rumah tinggal, kantor dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan membangun. Saat ini tidak hanya bangunan rumah tinggal atau non rumah tinggal melainkan ruko dan gedung perkantoran. IMB itu sangat penting karena bangunan yang didirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga membuat perkotaan menjadi lebih tertata rapih dan baik. Masyarakatpun menjadi lebih nyaman dengan adanya IMB, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan di sekitar lingkungannya. 
64 | Jurnal Sosio Sains, Vol. 5, No. 1, April 2019Berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 12 Tahun 2009 tentang uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Tata Kota, maka Dinas Tata Kota Ambon mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.Berpatokan pada uraian tugas pada Dinas Tata Kota, maka pelayanan dapat terlayani dengan baik Adapun proses pelayanan IMB terdapat persyaratan wajib yang terbagi pada :1. Bangunan Baru (Foto copy bukti kepemilikan tanah yang telah dilegalisir oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, Surat Keterangan Lurah/Kades yang telah disahkan oleh Camat,Foto copy KTP yang masih berlaku ,Foto copy PBB tahun terakhir, Gambar kerja/teknis, Surat keterangan tidak keberatan dari tetangga (bila diperlukan), Materai tempat Rp. 6000,- (2 lembar)2. Bangunan Penambahan Lantai/Rehab (Foto copy KTP yang masih berlaku, Foto copy PBB tahun terakhir, Melampirkan gambar situasi, Melampirkan surat keputusan IMB, Gambar kerja/teknis, Matereai temple Rp. 6000,- (2 lembar)3. Balik Nama, Perubahan Fungsi ( Foto cipy bukti kepemilikan tanah yang telah dilegalisir oleh BPN Kota Ambon, Foto copy surat keputusan IMB, Foto copy KTP yang masih berlaku, Materai temple Rp. 6000,- (2 lembar)4. Bangunan Milik Pemerintah (Proyek Pemerintah) (Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar kerja/gambar rencana proyek, SPK, Materai temple Rp. 6000,- (2 lembar)Berdasarkan persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan pemberian perizinan di Dinas Tata Kota di Kota Ambon, khususnya dalam hal pembuatan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) masih terlihat beberapa indikasi - indikasi seperti :1. Kesederhanaan prosedur pelayanan kurang dipahami oleh masyarakat yang melakukan izin IMB2. Kejelasan kelengkapan administrasi persyaratan yang diterapkan pada masyarkat yang mengurus IMB terlalu berbelit-berlit.3. Kepastian waktu pelayanan. Ketetapan waktu yang di harapkan berkaitan dengan waktu proses atau penyelesaian perkerjaan oleh para pegawai terkadang memakan waktu lama4. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan rehabilitas pelayanan, terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pegawai, contohnya terkadang bangunan sudah dibangun padahal surat izin belum keluar5. Kurang bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, contohnya: adanya diskriminasi dimana sebagian masyarakat mendapat kemudahan karena adanya kedekatan dengan petugas/aparatur pemerintah.6. Kelengkapan sarana dan prasarana kurang memadai, contohnya fasilitas ruang tunggu terlalu sempit.Berdasarkan indikasi-indikasi yang telah diuraikan diatas berkaitan adanya persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemberian IMB dalam pelaksanaan tugas-tugas para pegawai Dinas Tata Kota dengan mengangkat topik permasalahan Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Tata Kota Ambon?
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KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Persepsi MasyarakatPersepsi merupakan suatu konsep atau istilah yang dikenal secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan umum persepsi sering diartikan atau disebut dengan istilah pandangan, anggapan dan sejenisnya. Meskipun ada benarnya, tetapi hal itu belum dapat merepresentasikan makna yang terkandung dalam konsep persepsi secara menyeluruh. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan dipaparkan beberapa definisi persepsi yang akan disampaikan oleh para ahli sebagai berikut: a.  Sarwono (Indrawijaya, 2004:65), mendefinisikan persepsi sebagai sejumlah penginderaan yang disatukan dan dikoordinasikan didalam pusat syaraf yang lebih tinggi (otak) sehingga manusia bisa mengenali dan menilai.b.  Rahmat (Indrawijaya, 2004:65), menyebutkan bahwa persepsi adalah: pengalaman tentang obyek peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, dengan kata lain persepsi ialah memberi makna pada stimulus indrawi.c.  W.R. Nord (Gibson, 2002:43), mengartikan persepsi sebagai proses kognitif pemberian arti yang digunakan seseorang untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya.d.  Hamner dan Organ (Indrawijaya, 2004:76), menyatakan bahwa persepsi ialah the process by which people organize, interpretation, experience, and 
process cues or material (inputs) received from the external environment (suatu proses dengan mana sesorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan mengolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi dilingkungan).Berdasarkan beberapa pendapat mengenai persepsi diatas dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan suatu peroses dimana seseorang mengolah, memahami dan menafsirkan dengan menggunakan panca indranya mengenai suatu ransangan (stimulus), pertanda atau segala sesuatu yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Persepsi seseorang mengenai suatu obyek atau hal tertentu dapat terbentuk setiap saat, artinya persepsi akan terbentuk kapan saja sepanjang ada suatu stimulus yang masuk dalam panca indra seseorang. Berkaitan dengan hal tersebut, Nord dalam Gibson mengatakan bahwa karena persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang obyek atau kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakan indra. Jadi persepsi menyangkut kognisi atau pengetahuan artinya persepsi menyangkut dan mencakup penafsiran obyek, tanda, orang, dan sudut pengalaman yang bersangkutan. Hal ini lebih kurang sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh Thoha bahwa kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya pencatatan yang benar terhadap suatu situasi.Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai perasaan melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi suatu Negara modern misalnya, merupakan kesatuan manusia dengan berbagai macam prasaranan yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekuensi yang tinggi. 
66 | Jurnal Sosio Sains, Vol. 5, No. 1, April 2019Masyarakat secara khusus dapat dirumuskan sebagai berikut: masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersipat kontinyu, dan yang terikat oleh identitas bersama. Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, objek sosial adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan manusia didalam masyarakat oleh karna istilah masyarakat terlalu banyak mencakup berbagai faktor, sehingga walaupun diberikan suatu definisi yang berusaha mencakup keseluruhannya masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurnya, beberapa orang serjana telah mencoba memberikan definisi masyarakat seperti: a.  Mac Iver dan Page (Indrawijaya, 2004:64), yang mengatakan bahwa “masyarakat ialah: suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia, keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah.” b.  Ralph Linton (Indrawijaya, 2004:65), “masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”. c.  Selo Soemardjan (Indrawijaya, 2004:65). menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.Walaupun definisi dari sarjana disebut berlainan akan tetapi pada dasarnya isinya sama yaitu masyarakat yang mengcakup beberapa unsur:a. Manusia yang hidup bersama Didalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada akan tetapi secara teoritis angka minimalnya ada dua orang yang hidup bersama.b. Bercampur untuk waktu yang lama Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan benda-benda mati umpama meja, kursi dan sebagainya oleh karana dengan berkumpulnya manusia maka akan timbul manusia-manusia yang baru, manusia itu juga memiliki keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaanya sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur antar manusia dengan kelompok tersebut. c.  Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama, sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karna itu setiap anggota kelompok merasa terikat satu dengan yang lain.
B. Pelayanan PublikPelayanan publik adalah bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh suatu badan atau lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam bentuk barang maupun jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan. Menurut keputusan MENPAN No. 81/1993, pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersipat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap wajar dan terjangkau. Karena itu pelayanan umum harus mengadung unsur sebagai berikut: 
Persepsi Masyarakat tentang ... (Lesnussa) | 67a.  Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. b.  Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas. c.  Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan kelancaran dan kepastian hukum yang dapat di pertanggung jawabkan. d.  Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang pada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan publik mempunyai beberapa ciri-cirri, sebagai berikut (Ahmad,1996:5): a.  Tidak dapat memilih konsumen b.  Pelayanan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan c.  Politik menginstitusikan konflik d.  Pertanggung jawaban yang komplek e.  Sangat sering diteliti f.  Semua tindakan harus mendapatkan justifikasi g.  Tujuan dan output diukur atau ditentukan
C. Konsep PelayananIstilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya membantu menyiapkan atau mengurus segala apa yang diperlukan orang lain untuk perbuatan melayani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelayanan diartikan sebagai berikut: 1) Perihal cara melayani. 2) Servis, jasa. 3) Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang/jasa. Sinambela (2008:198), menyatakan pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapa dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan diantaranya adalah Moenir pelayanan 
pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan / atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan 
(Monier, 2008:128) Hasibuan (2001:96), mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lain, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima. Menurut Lukman Sampara (2000:4), pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasaan pelanggan. Definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos (Ratminto, 2000:2), yaitu pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hak lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.Berdasarkan Keputusan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 
Tahun 2003 maka terdapat definisi pelayanan umum sebagai : “Segala bentuk 
68 | Jurnal Sosio Sains, Vol. 5, No. 1, April 2019pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan” Berdasarkan definisi tersebut diatas, pelayanan publik dapat didefenisikan sebagai aspek bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah, di lingkungan BUMN, dilingkungan BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangu-undangan. Moenir (2008:26), memberikan pengertian tentang pelayanan sebagai berikut: “Pelayanan umum adalah: kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur atau metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya”.Penyelenggaraan publik harus memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik, selain asas-asas pelayanan publik. Ini berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: 1) Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 2) Kejelasan Kejelasan mencakup persyaratan teknis, administrasi pelayanan publik, unit kerja, biaya. 3) Kepastian waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 4) Akurasi Pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 5) Keamanan Proses dan produk pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan penyelesaian keluhan. 6) Tanggung jawab Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang di tunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ personalan dalam pelayanan public. 7) Kelengkapan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja pendukung lainya yang memadai termasuk sarana teknologi telekomunikasi dan telematika. 8) Kemudahan akses Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai serta mudah dijangkau masyarakat, dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika. Pelayanan hendaknya memuaskan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu memperhatikan keinginan masyarakat dari berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
D. Kualitas Pelayanan Publik Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Sinambela (2008:6), mengatakan bahwa untuk mencapai kepuasan bagi penerima pelayanan maka dituntut kualitas pelayanan yang tercermin dari: 1) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 4) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. 6)Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan 
Persepsi Masyarakat tentang ... (Lesnussa) | 69yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.Gasperz (dalam Sampara Lukman, 2000:17) mengatakan bahwa: “Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas pengguna produk”.Pada hakekatnya, kualitas pelayanan publik dapat diketahui dengan cara membandingkan Persepsi para pelanggan (masyarakat) atas pelayanan yang sesungguhnya mereka inginkan. Apabila pelayanan dalam prakteknya yang diterima oleh masyarakat sama dengan harapan atau keinginan mereka, maka pelanggan tersebut dikatakan sudah memuaskan atau sudah berkualitas. Terdapat 10 aspek kualitas jasa pelayanan menurut Gaspersz (2002:2), yaitu: Kepastian waktu pelayanan, Akurasi pelayanan, Kesopanan dan keramahan, Tanggung jawab, Kelengkapan, Kemudahan mendapatkan pelayanan, Pelayanan pribadi, Variasi model pelayanan, Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, Atribut pendukung pelayanan Istilah ”pelayanan” dalam konteks kualitas pelayanan adalah ”produk jasa ”Definisi kualitas pelayanan/jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Persepsi merupakan suatu peroses dimana seseorang mengolah, memahami dan menafsirkan dengan menggunakan panca indranya mengenai suatu ransangan (stimulus), pertanda atau segala sesuatu yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Berbagai bidang kewenangan yang ada pada pemerintah, sebagian telah didistribusikan ke daerah untuk menjadi kewenangan pemerintah daerah (Ramli, 2015). Wujud dari penyelenggaraan kewenangan tersebut berupa kewenangan untuk mengeluarkan berbagai bentuk perijinan. Karena itu pelayanan perijinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu dari fungsi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan perijinan, Pelayanan perlu diselenggarakan semaksimal mungkin berorientasi pada kepentingan masyarakat selaku pengguna pelayanan. Tanpa menghilangkan makna tujuan penyelenggaraan kewenangan negara dalam melakukan pembuatan kebijakan. Pelayanan perijinan perlu dilakukan secara pelayanan yang berorientasi pada pelanggan, sebagaimana dikemukakan oleh Parasuraman, Zaitaml, dan Berry (1982) digunakan konsep service quality di singkat serqual. Pendekatan ini menuntut pelayanan dari sisi pengguna pelayanan. Pelaksanaan pelayanan dikatakan berkualitas apabila masyarakat penyelenggaraan pelayanan tersebut sesuai dengan yang diharapkan atau perceived minus exspectacy. Pendekatan kedua yang digunakan dalam menilai pelayanan adalah pendekatan yang berorientasi pada penyedia pelayanan. Pendekatan ini oleh disebut sebagai pendekatan service performance atau serperf. Ukuran pelayanan ditentukan oleh penyedia pelayanan berupa standar pelayanan minimal (SPM). Penyelenggaraan pelayanan yang baik dilakukan apabila pelayanan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan sebelumnya. Menurut Parasuraman (2004:24), terdapat lima aspek dari kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy.1) Tangible (Bukti Langsung) 
Tangible merupakan bagian-bagian dari jasa yang berbentuk fisik atau berwujud benar-benar mencerminkan kualitas tersebut. Variabel yang 
70 | Jurnal Sosio Sains, Vol. 5, No. 1, April 2019berkaitan dengan lingkungan fisik atau hal-hal kongret yang dapat dicermati secara visual oleh konsumen.2) Reliability (Kehandalan)
Reliability yaitu jasa yang diberikan secara konsisten dan tepat waktu, meliputi variabel tentang kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan seperti yang dijanjikan. 3) Responsiveness (Daya Tanggap)
Responsiveness yaitu pelayanan atau respon penyedia jasa yang cepat dan kreatif dalam memenuhi permintaan atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh konsumen. Variabel yang menyangkut aspek kemauan karyawan untuk membantu konsumen dalam memberikan pelayanan dengan cepat.4) Assurance (Jaminan) 
Assurance terdiri dari variabel-variabel yang berkaitan dengan pengetahuan dan kompetensi karyawan dalam memberikan pelayanan sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pada konsumen. 5) Empathy (Empati) 
Empathy terdiri dari variabel-variabel yang menyangkut komitmen perusahaan dalam melayani konsumen secara personal. Model pengukuran pelayanan dapat pula dilakukan dengan tidak berfokus pada persepsi pelanggan atas harapan dan penerimaan pelayanan sebagaimana dikembangkan Parasuraman (2004:86). Penggabungan kedua model pengukuran kualitas layanan, yaitu servqual (service quality) oleh Parasuraman et.al, tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service dan 
perceived service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. Minat dan perhatian terhadap kualitas jasa / layanan pertama kali diperkenalkan oleh Gronroos (dalam Tjiptono 2005:63), melalui konsep perceived service quality dan model kualitas jasa total. Pendekatan ini didasarkan pada riset perilaku pelanggan dan pengaruh ekspektasi menyangkut kinerja barang terhadap evaluasi purna konsumsi, diilustrasikan dalam konsep kualitas pelayanan yaitu membandingkan pelayanan yang dirasakan dengan pelayanan yang diharapkan.
METODEMetode yang dilakukan untuk mengolah dan menganalisis penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yakni sebagai metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka (Nasir, 1988:85).Lokasi penelitian ini adalah Dinas Tata Kota di Kota Ambon. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Tata Kota Ambon di Bagian Penataan Ruang selama 2 bulan terakhir dari 
Persepsi Masyarakat tentang ... (Lesnussa) | 71bulan Juni dan Juli berjumlah 69 orang. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling yakni teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2012:95), karena jumlah pegawai sedikit dan dapai dijangkau, sehingga tidak diadakan penarikan sampel, sehingga digunakan sampel jenuh yakni teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012:96). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah pemohon yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan telah mendapatkan SK Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berjumlah 69 orang. Untuk menguji hipotesis yang penulis kemukakan, maka penulis membutuhkan sejumlah data yang didapat dengan menggunakan instrumen berupa wawancara, observasi dan kepustakaan.Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh dari responden dikumpulkan lalu dipisahkan menurut jenis data, kelompok data, kemudian data tersebut dianalisis, disajikan dalam bentuk tabel dan penjelasan, hasil tanggapan responden untuk mendeskripsikan data agar mudah dimengerti
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisi DataPermasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Tata Kota di Ambon.Data yang berhasil dikumpulkan menyangkut masing-masing indikator akan dianalisis dengan metode deskriptif didasarkan atas kecenderungan jawaban dari keseluruhan responden.
1. KesederhanaanKesederhanaan merupakan prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan pada Kantor Dinas Tata Kota di Ambon tentang bagaimana kesederhanaan tersebut
a. Prosedur pelayanan berbelit-belit.Hasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dan indikator prosedur pelayanan berbelit-belit tentang kualitas pelayanan IMB pada Dinas tata Kota di Ambon menunjukkan buruk (rentang 1,79-2.59). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai berbelit-belit sebanyak 51 %, responden yang menilai kurang berbelit-belit sebanyak 27% dan responden yang menilai tidak berbelit-belit sebanyak 22 %.
b. Prosedur Pelayanan Mudah DipahamiHasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dari indikator prosedur pelayanan mudah dipahami tentang kualitas pelayanan IMB pada Dinas Tata Kota di Ambon menunjukkan Buruk (rentang 1,79-2,59). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai mudah dipahami sebanyak 23%, responden yang menilai kurang mudah dipahami sebanyak 65% dan responden yang menilai tidak dipahami sebanyak 12 %.
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c.  Prosedur Pelayanan Dilaksanakan Dengan Baik.Hasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dari indikator prosedur pelayanan dilaksanakan dengan baik pada Dinas Tata Kota di Ambon menunjukkan sangat buruk (rentang 1,79-2,59). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai baik sebanyak 20 %, responden yang menilai kurang baik sebanyak 57% dan responden yang menilai tidak baik sebanyak 23 %.Hasil menunjukkan bahwa tiga indikator pada kesederhanaan pada Dinas Tata Kota di Ambon dapat dikategorikan buruk (rentang 1,79-2,59). Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan jawaban responden mengenai kesederhanaan menunjukkan nilai rata-rata 2,12. Indikator yang menunjukkan nilai rata-rata tertinggi adalah prosedur pelayanan berbelit-belit dan indikator yang menunjukkan nilai rata-rata terendah adalah prosedur pelayanan dilaksanakan dengan baik.
2.  KejelasanUntuk mengetahui bagaimana kejelasan mencakup persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, pegawai berkompeten terhadap tugas dan fungsinya, pegawai mudah ditemui dan pegawai transparansi terhadap biaya yang dikeluarkan pada Kantor Dinas Tata Kota di Ambon, dapat diuraiakn sebagai berikut :
a. Persyaratan Teknis dan Administrasi Pelayanan PublikHasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dan indikator persyaratan teknis dan admiistrasi pelayanan publik tentang kualitas pelayanan IMB pada Dinas tata Kota di Ambon menunjukkan buruk (rentang 1,79-2.59). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai jelas sebanyak 22 %, responden yang menilai kurang jelas sebanyak 65% dan responden yang menilai tidak jelas sebanyak 13 %.
b. Pegawai Berkompeten Terhadap Tugas Dan FungsinyaHasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dari indikator pegawai berkompeten terhadap tugas dan fungsinya tentang kualitas pelayanan IMB pada Dinas Tata Kota di Ambon menunjukkan Buruk (rentang 1,79-2,59). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai berkompeten sebanyak 26%, responden yang menilai kurang berkompeten sebanyak 54% dan responden yang menilai tidak berkompeten sebanyak 20 %.
c.  Pegawai Mudah DitemuiHasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dari indikator pegawai mudai ditemui pada Dinas Tata Kota di Ambon menunjukkan sangat buruk (rentang 1,79-2,59). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai mudah ditemui sebanyak 20 %, responden yang menilai kadang-kadang sebanyak 57% dan responden yang menilai tidak mudah ditemui sebanyak 23 %.
d. Pegawai Transparansi Terhadap Biaya Yang DikeluarkanHasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dari indikator pegawai tranparansi terhadap biaya yang dikeluarkan pada Dinas Tata Kota di Ambon menunjukkan buruk (rentang 1,79-2,59). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai transparan sebanyak 43%, responden yang menilai kurang transparan sebanyak 57 %.
Persepsi Masyarakat tentang ... (Lesnussa) | 73Hasil menunjukkan bahwa empat indikator pada kesederhanaan pada Dinas Tata Kota di Ambon dapat dikategorikan buruk (belum baik) (rentang 1,79-2,59). Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan jawaban responden mengenai kesederhanaan menunjukkan nilai rata-rata 2,13. Indikator yang menunjukkan nilai rata-rata tertinggi adalah pegawai transparan terhadap biaya yang dikeluarkan dan indikator yang menunjukkan nilai rata-rata terendah adalah pegawai mudah ditemui.
3.  Kepastian waktuKepastian waktu merupakan pelaksanaan pelayanan IMB diselesaikan tepat waktu, konsisten dengan waktu dan waktu menyelesaikan urusan terhadap persyaratan-persyaratan IMB pada Kantor Dinas Tata Kota di Ambon .
a. Pelaksanaan IMB Diselesaikan Tepat WaktuHasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dan indikator pelaksanaan pelayanan IMB dapat diselesaikan tepat waktu tentang kualitas pelayanan IMB pada Dinas tata Kota di Ambon menunjukkan buruk (rentang 1,79-2.59). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai tepat waktu sebanyak 46 %, responden yang menilai kurang tepat waktu sebanyak 54 %
b. Konsisten Dengan WaktuHasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dari indikator konsisten dengan waktu tentang kualitas pelayanan IMB pada Dinas Tata Kota di Ambon menunjukkan Buruk (rentang 1,79-2,59). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai sesuai sebanyak 35%, responden yang menilai kurang sesuai sebanyak 55% dan responden yang menilai tidak sesuai sebanyak 10%.
c. Waktu Menyelesaikan Urusan Terhadap Persyaratan-Persyaratan 
IMBHasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dari indikator waktu menyelesaikan urusan terhadap persyaratan-persyaratan IMB pada Dinas Tata Kota di Ambon menunjukkan buruk (rentang 1,79-2,59). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai tepat waktu sebanyak 6 %, responden yang menilai kurang tepat waktu sebanyak 91% dan responden yang menilai tidak tepat waktu sebanyak 3 %.Hasil menunjukkan bahwa tiga indikator pada kepastian waktu pada Dinas Tata Kota di Ambon dapat dikategorikan buruk (belum baik) (rentang 1,79-2,59). Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan jawaban responden mengenai kepastian waktu menunjukkan nilai rata-rata 2,24. Indikator yang menunjukkan nilai rata-rata tertinggi adalah pelaksanaan IMB diselesaikan tepat waktu dan indikator yang menunjukkan nilai rata-rata terendah adalah waktu menyelesaikan urusan terhadap persyaratan-persyaratan.
4.  AkurasiTentang bagaimana akurasi pelayanan meliputi urusan IMB sesuai yang diharapkan, pelaksanaan produk pelayanan IMB diterima dengan benar, dan pelaksanaan produk pelayanan IMB tepat dan sah. 
a. Urusan IMB Sesuai Dengan Yang DiharapkanHasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dari indikator urusan IMB sesuai yang diharapkan tentang kualitas pelayanan IMB pada Dinas Tata 
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b. Pelaksanaan Produk Pelayanan IMB Diterima Dengan BenarHasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dari indikator pelaksanaan produk pelayanan IMB diterima dengan benar pada Dinas Tata Kota di Ambon menunjukkan cukup baik (rentang 2,59-3,39). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai benar sebanyak 97%, responden yang menilai kurang benar sebanyak 3%.
c. Pelaksanaan Produk Pelayanan IMB Tepat dan SahHasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dari indikator pelaksanaan produk pelayanan IMB diterima dengan benar pada Dinas Tata Kota di Ambon menunjukkan cukup baik (rentang 2,59-3,39). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai tepat dan sah sebanyak 93%, responden yang menilai kurang tepat dan sah sebanyak 7%.Hasil menunjukkan bahwa tiga indikator pada kesederhanaan pada Dinas Tata Kota di Ambon dapat dikategorikan buruk (belum baik) (rentang 2,59-3,39). Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan jawaban responden mengenai akurasi menunjukkan nilai rata-rata 2,71. Indikator yang menunjukkan nilai rata-rata tertinggi adalah pelaksanaan produk pelayanan IMB diterima dengan benar dan indikator yang menunjukkan nilai rata-rata terendah adalah urusan IMB sesuai yang diharapkan.
5.  Tanggung JawabTentang bagaimana tanggung jawab pelayanan meliputi bertanggung jawab terhadap penyelesaian urusan IMB dan pegawai jawab dalam penyelesaian keluhan dalam pelaksanaan pelayanan IMB. 
a.  Pegawai Bertanggung Jawab Terhadap Penyelesaian Urusan IMBHasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dari indikator pegawai bertanggung jawab terhadap penyelesaian urusan IMB pada Dinas Tata Kota di Ambon menunjukkan cukup baik (rentang 2,59-3,39). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai bertanggung jawab sebanyak 100%.
b. Pegawai Bertanggung Jawab Dalam Penyelesaian Keluhan Dalam 
Pelaksanaan Pelayanan IMBHasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dari indikator b pada Dinas Tata Kota di Ambon menunjukkan cukup baik (rentang 2,59-3,39). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai bertanggung jawab sebanyak 99 %, responden yang menilai kurang bertanggung jawab sebanyak 1%.Hasil menunjukkan bahwa tiga indikator pada tanggung jawab pada Dinas Tata Kota di Ambon dapat dikategorikan cukup baik (rentang 2,59-3,39). Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan jawaban responden mengenai tanggung jawab menunjukkan nilai rata-rata 3,00. Indikator yang menunjukkan nilai rata-rata tertinggi adalah pegawai bertanggung jawab dalam penyelesaian keluhan dalam pelaksanaan pelayanan IMB indikator yang menunjukkan nilai rata-rata terendah adalah pegawai bertanggung jawab terhadap penyelesaian urusan IMB.
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6.  Kelengkapan Sarana dan PrasaranaTentang bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan meliputi : ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kantor memadai, ketersediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi memadai dan ketersediaan tempat parkir yang memadai.Hasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dari indikator ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kantor memadai pada Dinas Tata Kota di Ambon menunjukkan sangat buruk (rentang 1,79-2,59). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai memadai sebanyak 19%, yang menilai kurang memadai 52% dan yang menilai tidak memadai sebanyak 29%.
a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Komunikasi 
MemadaiHasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dari indikator ketersediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi memadai pada Dinas Tata Kota di Ambon menunjukkan cukup baik (rentang 2,59-3,39). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai memadai sebanyak 97%, responden yang menilai kurang memadai jawab sebanyak 3 %.
b. Ketersediaan Tempat Parkir Yang MemadaiHasil menunjukkan bahwa skor rata-rata dari indikator ketersediaan tempat parkir yang memadai pada Dinas Tata Kota di Ambon menunjukkan buruk (rentang 1,79-2,59). Hal ini bisa dilihat dari responden yang menilai memadai sebanyak 35%, responden yang menilai kurang memadai jawab sebanyak 55 % dan yang menilai tidak memadai sebanyak 10 %Hasil menunjukkan bahwa tiga indikator pada kelengkapan sarana dan prasarana pada Dinas Tata Kota di Ambon dapat dikategorikan buruk (belum baik) (rentang 1,79-2,59). Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan jawaban responden mengenai kelengkapan sarana dan prasarana menunjukkan nilai rata-rata 2,36. Indikator yang menunjukkan nilai rata-rata tertinggi adalah ketersediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi yang memadai indikator yang menunjukkan nilai rata-rata terendah adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kantor memadai.
B. Rekapitulasi dan Interpretasi Data.
1. Rekapitulasi Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota di Ambon
Tabel.1
Rekapitulasi Persepsi Msyarakat Tentang Kualitas Pelayanan IMB
No Dimensi Rata-Rata Skor Responden1. Kesederhanaan 2,122. Kejelasan 2,133. Kepastian Waktu 2,244. Akurasi 2,715. Tanggung Jawab 3,006. Kelengkapan sarana dan prasarana 2,36
Rata-Rata 2,42
Sumbe: data primer tahun 2017
76 | Jurnal Sosio Sains, Vol. 5, No. 1, April 2019Dari tabel 1 tersebut, menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota di Ambon dapat dikategorikan baik (rentang 1,7-2,59). Hal ini bisa dilihat dari rata-rata kesederhanaan sebesar 2,13, kejelasan sebesar 2,13, kepastian waktu sebesar 2,24, akurasi sebesar 2,71, tanggung jawab sebesar 3,00 dan kelengkapan sarana dan prasarana sebesar 2,36. Sehingga rata-rata skor secara keseluruhan sebesar 2,42.
2. Interpretasi DataBerdasarkan hasil rekapitulasi dari semua kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, tanggung jawab dan kelengkapan sarana dan prasarana maka dapatlah diinterpretasi sebagai berikut:1. Persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota di Ambon dapat dikategorikan buruk (belum baik). Dapat dikatakan baik karena pernyataan yang diberikan oleh peneliti kepada responden mengenai persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan rata-rata menjawab buruk (belum baik).2. Adapun indikator yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah kesederhanaan yakni 2,12 dimana prosedur pelayanan yang diberikan berbelit-belit, prosedur pelayanan kurang dipahami serta prosedur pelayanan kurang dilaksanakan dengan baik.3. Sedangkan indikator yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah tanggung jawab yakni 3,00 dimana pegawai bertanggung jawab terhadap penyelesaian urusan IMB dan bertanggung jawab dalam penyelesaian persoalan/keluhan-keluhan dalam pelaksanaan pelayanan IMB.
SIMPULAN Dalam penelitian mengenai persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Ambon, maka penulis menarik kesimpulan yang berdasarkan analisa data adalah Persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berupa kesederhanaan hasilnya rata-rata 2,12, dengan demikian kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota di Ambon hasilnya belum baik; Persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berupa kejelasan hasilnya rata-rata 2,13 dengan demikian persyaratan teknis dan administrasi, pegawai berkompeten terhadap tugas dan fungsinya, pegawai mudah ditemui dan transparansi terhadap biaya yang dikeluarkan pada Dinas Tata Kota di Ambon hasilnya belum baik; Persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berupa kepastian waktu hasilnya rata-rata 2,24, dengan demikian dalam pelaksanaan pelayanan IMB. dapat diselesaikan tepat waktu pada Dinas Tata Kota di Ambon hasilnya belum baik; Persepsi masyarakat tentang kualitas Izin Mendirikan Bangunan berupa akurasi hasilnya rata-rata 2,71, dengan demikian pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah kualitas pelayanan belum baik.; Persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berupa tanggung jawab hasilnya rata-rata 3,00, dengan demikian pegawai bertanggung jawab terhadap penyelesaian urusan IMB dan juga keluha/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan IMB cukup baik; Persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berupa tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja 
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SARANPerlu adanya peningkatan kualitas pelayanan pemberian IMB pada Kantor Dinas Tata Kota di Ambon agar kinerja pelayanan publik menjadi lebih baik, maka peningkatan pelayanan publik diprioritaskan pada:1. Perlu adanya kejelasan prosedur pelayanan publik sehingga tidak ada kesan kalau pegawai berusaha untuk mempersulit prosedur pelayanan.2. Perlu adanya transparansi biaya yang dikeluarkan sehingga pada faktor pelayanan tidak ada pungutan liar yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.3. Perlu adanya kepastian waktu penyelesaian urusan sesuai waktu yang telah dijanjikan jangan melewati waktu yang dijanjikan atau bahkan lebih cepat dari waktu yang dijanjikan.4. Perlu adanya kejelasan dalam hal persyaratan teknis dan administratif yang diberikan oleh pegawai, sehingga masyarakat pengguna menjadi jelas dan mengerti.5. Pegawai sebaiknya berkomitmen dan berkompeten dalam menyelesaikan urusan sesuai dengan yang dikehendaki pengguna pelayanan.6. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan juga diperlukan adanya aturan perundang-undangan mengenai Standar Minimal Pelayanan Publik terutama dalam bentuk Undang-Undang Pelayanan Publik, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang jelas dan mengikat terhadap pelayanan publik yang baik.
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